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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2020 KEMENKEU. Bea Masuk. Tindakan Pengamanan.
Impor Produk Ubin Keramik. Pengenaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.010/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 119/PMK.010/2018 TENTANG PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan terhadap impor produk ubin
keramik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk
Ubin Keramik;

b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi Komite Pengamanan
Perdagangan Indonesia terhadap Industri Dalam Negeri
pada Desember 2019, pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan atas impor ubin keramik belum efektif
karena terjadi lonjakan impor ubin keramik cukup besar
dari Negara India dan Vietnam;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Komite Pengamanan
Perdagangan Indonesia serta Article 9.1 World Trade

Organization Agreement on Safeguards dan Pasal 90
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Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
Pengamanan  Perdagangan, Menteri  Perdagangan
memutuskan untuk mengeluarkan Negara India dan
Vietnam dari daftar negara-negara yang dikecualikan
dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap
Impor Produk Ubin Keramik;

bahwa untuk kemudahan pelaksanaan pemungutan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan perlu diatur kembali
ketentuan mengenai administrasi kepabeanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.010/2018 tentang
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap

Impor Produk Ubin Keramik;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan
Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/ 2018
tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
terhadap Impor Produk Ubin Keramik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1321);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/
PMK.010/2018 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN
KERAMIK.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk

Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1321)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Terhadap impor produk ubin keramik yang berasal
dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea
Masuk  Tindakan  Pengamanan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki
kerja sama perdagangan dengan Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat
Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari
negara yang memiliki kerja sama perdagangan
dengan Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian
Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
Penelitian Surat Keterangan Asal (Certificate of
Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari
negara yang tidak memiliki kerja sama perdagangan
dengan Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan di Bidang Perdagangan.
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